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Abstrak 

Isu kesetaraan gender masih menjadi persoalan yang relevan untuk dikaji, 
khususnya dalam konteks masyarakat yang memiliki sistem adat patriarkal yang 
kuat seperti di Bali. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Bali menunjukkan 
peningkatan partisipasi di bidang pendidikan, ekonomi, dan ruang publik sebagai 
bagian dari proses emansipasi. Namun demikian, kemajuan tersebut belum 
sepenuhnya diikuti oleh perubahan dalam struktur adat yang masih berlandaskan 
sistem patrilineal serta konsep purusha dan pradana, yang menempatkan 
perempuan pada posisi subordinat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
ketimpangan gender yang dialami perempuan Bali dalam struktur adat patriarki 
serta mengkaji fenomena tersebut melalui perspektif feminisme. Metode yang 
digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan mengkaji berbagai buku, 
artikel jurnal, dan hasil penelitian yang relevan. Data dianalisis menggunakan 
analisis konten dan analisis deskriptif untuk memahami pola ketimpangan gender 
dan relasi kuasa yang bekerja dalam masyarakat Bali. Hasil kajian menunjukkan 
bahwa meskipun perempuan Bali telah berdaya di ranah modern, sistem adat 
patriarki masih membatasi akses perempuan terhadap hak waris, pengambilan 
keputusan adat, dan pengakuan atas kontribusi ekonomi, khususnya kerja 
domestik. Melalui perspektif feminisme liberal, radikal, dan Marxis, penelitian ini 
menemukan bahwa ketimpangan gender di Bali bersifat struktural dan dilegitimasi 
oleh nilai budaya serta sistem sosial yang mengakar. Meskipun demikian, kajian ini 
juga menunjukkan adanya praktik resistensi dan negosiasi yang dilakukan 
perempuan Bali melalui kesadaran kritis, aktivisme, dan solidaritas sosial. Dengan 
demikian, emansipasi perempuan Bali merupakan proses dinamis yang terus 
berlangsung di tengah tarik-menarik antara modernitas dan kekuatan adat 
patriarki. 

Kata kunci : Perempuan Bali, Emansipasi Perempuan, Adat Patriarki, 
Ketimpangan Gender, Feminisme 

 
Pendahuluan 

Isu kesetaraan gender hingga saat ini masih menjadi topik yang 

relevan untuk dikaji. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan Indonesia 

menunjukkan peningkatan partisipasi dalam berbagai bidang, termasuk 

pendidikan, dunia kerja, dan ruang publik. Gerakan emansipasi ini berangkat 

dari kesadaran bahwa perempuan memiliki hak untuk memperoleh 

perlakuan yang setara dalam seluruh aspek kehidupan. Depdiknas 

(2007:295) menyatakan bahwa emansipasi tidak hanya berkaitan dengan 
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pemenuhan hak, tetapi juga mencakup cara perempuan dipandang sebagai 

individu yang mandiri, aktif, serta memiliki kendali atas kehidupannya 

sendiri, sebagaimana tercermin dalam gagasan equal rights. 

Gerakan emansipasi perempuan tidak muncul secara tiba-tiba, 

melainkan merupakan hasil dari proses panjang dalam menghadapi dan 

melawan sistem patriarki yang selama berabad-abad menempatkan 

perempuan pada posisi subordinat. Dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh 

seperti R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Rohana Djamil menjadi representasi 

awal perjuangan perempuan untuk memperoleh kebebasan dalam berpikir, 

memilih, dan menentukan arah hidup. Perjuangan tersebut kemudian 

berkembang menjadi gerakan feminisme yang mendorong terbentuknya 

kesadaran kolektif untuk menentang ketimpangan struktural. Alison Jaggar 

(1988) menjelaskan bahwa feminisme berperan dalam membangun 

kesadaran kritis masyarakat guna menghapus subordinasi terhadap 

perempuan serta menyatukan berbagai aliran pemikiran yang memiliki 

tujuan bersama, yaitu terciptanya keadilan gender. 

Semangat emansipasi ini juga terasa hingga Pulau Dewata. 

Perempuan Bali tidak lagi semata-mata diposisikan dalam ranah domestik 

atau ritual keagamaan, tetapi kini semakin aktif dalam bidang pendidikan, 

ekonomi, dan karier. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 

menunjukkan bahwa jumlah perempuan Bali yang terlibat dalam dunia kerja 

terus mengalami peningkatan, sehingga mendorong kemandirian ekonomi. 

Selain itu, proses reformasi pemerintahan dan demokratisasi turut membuka 

peluang bagi perempuan untuk berperan lebih luas dalam sektor publik 

(Bemmelen & Grijns, 1998). 

Namun demikian, meskipun perempuan Bali telah menunjukkan 

kemampuan dan eksistensi di ruang modern, mereka masih dihadapkan pada 

sistem adat yang cenderung patriarkal. Desa adat sebagai pusat kekuasaan 

budaya masih kerap mereproduksi relasi kuasa yang menempatkan laki-laki 

sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Masruroh (2022) 

menyebutkan bahwa kuatnya nilai-nilai adat yang patriarkal menyebabkan 

perempuan Bali belum sepenuhnya menikmati kesetaraan gender. 
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Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kemajuan 

perempuan Bali dalam ranah modern dengan posisi mereka dalam struktur 

adat. Emansipasi belum dapat dikatakan tercapai secara utuh selama 

perempuan masih dibatasi oleh tradisi yang menempatkan mereka pada 

posisi subordinat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengungkap 

bagaimana perempuan Bali tetap mengalami marginalisasi dalam struktur 

adat, meskipun telah memiliki peran dan daya di ruang publik dan mengkaji 

marginalisasi tersebut melalui perspektif feminisme. 

 

Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka (library 

research), yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai teori serta 

tulisan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Data diperoleh dari 

berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang telah ada. 

Seluruh bahan bacaan tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis 

konten dan analisis deskriptif, dengan cara menelaah isi secara mendalam 

untuk mendukung gagasan dan argumen yang disampaikan dalam artikel ini 

(Wijaya et al., 2025). 

 

Pembahasan/hasil 

A. Posisi Perempuan Bali dalam Struktur Adat Patriarki 

Perempuan Bali dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan 

peningkatan keterlibatan yang signifikan di sektor publik. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022, lebih dari satu juta perempuan telah 

terlibat dalam dunia kerja. Peningkatan partisipasi ini juga tercermin dalam 

bidang pendidikan, di mana akses perempuan terhadap pendidikan tinggi 

semakin terbuka. Di Bali, jumlah lulusan pendidikan tinggi perempuan 

mencapai 163.398 orang, meskipun masih sedikit berada di bawah jumlah 

lulusan laki-laki yang mencapai 167.380 orang. Kendati demikian, data 

tersebut menunjukkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi 

perempuan dalam pendidikan secara signifikan. Namun, di balik capaian 

tersebut, masih terdapat hambatan struktural yang kuat, yakni sistem adat 

patriarki yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Bali. Budaya patriarki 
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memiliki pengaruh yang besar terhadap hukum adat Bali, yang dalam 

praktiknya masih menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah 

dibandingkan laki-laki. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa peningkatan 

partisipasi perempuan di ruang publik belum sepenuhnya diiringi oleh 

perubahan dalam struktur adat yang berlaku. 

Persoalan ini tidak semata-mata berkaitan dengan keterlibatan 

perempuan dalam forum-forum adat, seperti rapat di balai banjar, tetapi juga 

menyangkut cara perempuan diposisikan dan dimaknai dalam struktur sosial 

masyarakat Bali. Sistem adat Bali menganut garis keturunan patrilineal, di 

mana berbagai aspek penting, seperti pewarisan, keberlanjutan garis 

keturunan, dan status sosial, lebih berpihak kepada laki-laki. Dalam konteks 

ini, konsep purusha dan pradana menjadi dasar utama dalam pemaknaan 

gender di Bali. Wiasti (2006) menjelaskan bahwa purusha dipahami sebagai 

roh yang bersifat abadi, sementara pradana dimaknai sebagai unsur fisik 

yang bersifat berubah-ubah. Dalam praktik sosial, purusha kemudian 

dilekatkan pada laki-laki dan pradana pada perempuan, sehingga melahirkan 

stigma yang masih bertahan hingga kini, yaitu perempuan Bali sebagai 

“pewaris tanpa warisan” (Rahmawati, 2016). 

Ketimpangan gender tersebut tampak jelas dalam struktur keluarga. 

Anak laki-laki diposisikan sebagai pewaris sah, sementara anak perempuan 

yang menikah akan mengikuti keluarga suami dan tidak lagi dianggap 

sebagai bagian dari keluarga asal (Jeremia et al., 2023). Sejak dini, 

perempuan Bali dipersiapkan untuk menjalani peran tersebut, yakni 

meninggalkan keluarga asal dan beradaptasi dengan keluarga suami. Dalam 

praktik pewarisan, perempuan yang telah menikah seharusnya memperoleh 

hak waris dari keluarga suami. Namun, pada kenyataannya, hak waris 

tersebut tetap dikuasai oleh suami dan kemudian diwariskan kembali kepada 

anak laki-laki. Meskipun orang tua kerap memberikan sejumlah materi 

sebagai bekal bagi anak perempuan, prioritas utama tetap diberikan kepada 

anak laki-laki (Suryanata, 2021). Ketidaksetaraan ini juga tercermin dalam 

bahasa dan simbol sosial yang digunakan dalam praktik adat. Misalnya, 

penggunaan istilah “ngayahin” dalam konteks perkawinan mengandung 

makna bahwa perempuan diharapkan untuk melayani, sementara istilah 
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“mendampingi” mencerminkan relasi yang lebih setara antara suami dan istri. 

Perbedaan makna tersebut menunjukkan bagaimana bahasa turut 

mereproduksi relasi kuasa yang tidak setara dalam kehidupan rumah tangga. 

Selain dalam aspek keluarga dan pewarisan, ketimpangan gender juga 

tampak dalam ranah sosial dan budaya. Anak perempuan kerap disebut 

sebagai “bunga natah”, yakni bunga yang menghiasi halaman rumah. 

Meskipun terdengar positif, istilah ini mengandung makna ambivalen karena 

dapat dimaknai sebagai simbol penghias sekaligus representasi perempuan 

yang dipersiapkan untuk menjaga tradisi semata (Dewi et al., 2023). Dalam 

praktik sosial, perempuan juga sering kali tidak dilibatkan dalam rapat desa 

atau pengambilan keputusan adat, meskipun mereka tetap diwajibkan untuk 

mematuhi hasil keputusan tersebut (Prasiasa et al., 2023). 

Tekanan terhadap perempuan Bali tidak berhenti pada aspek sosial 

dan kultural, tetapi juga muncul dalam ranah reproduksi. Dalam banyak 

keluarga, perempuan diharapkan mampu melahirkan anak laki-laki sebagai 

penerus garis keturunan. Apabila harapan tersebut tidak terpenuhi, silsilah 

keluarga dianggap terputus, sehingga sebagian keluarga memilih untuk 

mengangkat anak laki-laki (sentana) guna memastikan keberlanjutan garis 

keturunan. Selain itu, perempuan Bali juga kerap dikaitkan dengan norma 

sosial yang dikenal dengan istilah “sing beling sing nganten”, yang secara 

harfiah dimaknai sebagai “tidak hamil, tidak menikah”. Norma ini bukan 

sekadar ungkapan atau gurauan lokal, melainkan telah berkembang menjadi 

standar sosial yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap 

perempuan. Dalam konteks ini, perempuan kerap diposisikan sebagai subjek 

yang dinilai berdasarkan kemampuan reproduktifnya, di mana kehamilan 

menjadi prasyarat utama bagi legitimasi pernikahan. 

  

B. Feminisme dalam Membaca Ketimpangan Gender Perempuan Bali 

Kesadaran akan pentingnya relasi yang setara antara laki-laki dan 

perempuan secara bertahap mulai tumbuh di kalangan perempuan Bali. 

Meskipun sebagian pandangan masih memaknai peran ganda perempuan 

sebagai bentuk swadharma atau kewajiban moral yang harus dijalani, 
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semakin banyak perempuan yang mulai menyadari pentingnya pendidikan, 

kemandirian ekonomi, serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial. 

Dalam konteks tersebut, perspektif feminis menjadi kerangka analisis 

yang relevan untuk memahami sekaligus mengkritisi ketimpangan gender 

yang masih berlangsung. Feminisme dipahami tidak hanya sebagai prinsip 

yang menegaskan kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga 

sebagai gerakan intelektual dan sosial yang berupaya menantang berbagai 

bentuk dominasi serta ketidakadilan berbasis gender. Secara konseptual, 

feminisme mengkritik sistem nilai budaya yang menempatkan perempuan 

pada posisi subordinat dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial. Pandangan 

ini berangkat dari pemahaman bahwa ketidakadilan yang dialami perempuan 

bukanlah sesuatu yang alamiah, melainkan merupakan hasil dari konstruksi 

sosial berbasis gender (Humm, 2002). 

Seiring perkembangannya, feminisme tidak hadir sebagai satu 

gagasan tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai aliran dengan fokus 

dan strategi perjuangan yang berbeda. Tong (2006) mengemukakan bahwa 

secara umum feminisme dapat diklasifikasikan ke dalam tiga arus utama, 

yaitu feminisme liberal, feminisme radikal, dan feminisme Marxis. Masing-

masing aliran tersebut menawarkan cara pandang yang berbeda dalam 

memahami akar ketimpangan gender, sekaligus merumuskan strategi yang 

dapat ditempuh untuk mewujudkan relasi yang lebih setara antara 

perempuan dan laki-laki. 

Dalam pandangan feminisme liberal, perjuangan utama feminisme 

diarahkan pada pembangunan kesadaran kritis perempuan terhadap kondisi 

ketertindasan yang dialami dalam struktur sosial (Tong, 1998). Aliran ini 

berpandangan bahwa perempuan, sebagaimana laki-laki, memiliki kapasitas 

intelektual dan moral yang setara untuk berkembang secara optimal. Oleh 

karena itu, ketimpangan gender dipahami bukan sebagai akibat perbedaan 

kodrati, melainkan sebagai konsekuensi dari belum terpenuhinya kesetaraan 

hak dan kesempatan bagi perempuan. 

Dari perspektif feminisme liberal, ketimpangan gender yang dialami 

perempuan Bali dipahami sebagai hasil dari keterbatasan akses terhadap hak 

dan peluang yang seharusnya dapat dinikmati secara setara, baik dalam 
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ranah pendidikan, ekonomi, maupun kehidupan sosial. Meskipun 

perempuan Bali saat ini menunjukkan peningkatan partisipasi dalam bidang 

pendidikan dan ekonomi, struktur patriarki serta norma adat yang mengakar 

masih memengaruhi peran dan posisi mereka dalam berbagai aspek 

kehidupan. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dkk. (2022) menunjukkan 

bahwa kuatnya sistem patrilineal dan budaya patriarki menjadi faktor utama 

yang melanggengkan ketimpangan gender dalam kehidupan sosial, ekonomi, 

budaya, dan politik masyarakat Bali. 

Ketimpangan tersebut juga tampak dalam sektor pariwisata, yang 

selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Penelitian Shantika 

(2024) mengungkapkan bahwa perempuan masih kerap menghadapi 

stereotip yang memandang mereka memiliki keterbatasan dalam mengelola 

sektor pariwisata. Selain itu, minimnya perlindungan hukum di tempat kerja 

turut menghambat akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dan 

posisi kepemimpinan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan 

perempuan secara kuantitatif belum sepenuhnya diiringi dengan pengakuan 

dan perlindungan yang setara. 

Lebih lanjut, Tong (1998) menyoroti adanya konstruksi sosial yang 

memposisikan perempuan sebagai individu yang secara kodrati dianggap 

lebih lemah dan kurang rasional dibandingkan laki-laki. Pandangan tersebut 

berimplikasi pada pembatasan akses perempuan terhadap institusi 

pendidikan, ruang diskusi publik, serta aktivitas ekonomi dan politik. Oleh 

karena itu, feminisme liberal menegaskan bahwa setiap individu, tanpa 

memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mengakses 

berbagai pilihan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka ini, perempuan 

dipandang berhak memperoleh kebebasan, perlindungan hukum, dan 

kesetaraan kesempatan dengan laki-laki di seluruh ranah kehidupan. 

Dalam kerangka feminisme radikal, ketimpangan gender dipahami 

sebagai persoalan struktural yang bersumber langsung dari sistem patriarki, 

yakni tatanan kekuasaan yang memusatkan dominasi pada laki-laki. 

Pendekatan ini tidak hanya menyoroti ketimpangan pada level hukum atau 

kebijakan formal, melainkan menekankan pembacaan kritis terhadap nilai-

nilai budaya, simbol-simbol sosial, serta ideologi yang berperan dalam 
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mereproduksi posisi subordinat perempuan. Para pemikir feminisme radikal 

berpandangan bahwa penindasan terhadap perempuan berlangsung melalui 

sistem sosial patriarkal yang bekerja secara menyeluruh dan menjadi akar 

utama ketidakadilan gender (Artawan, 2019). 

Dalam konteks Bali, dominasi patriarki tersebut diperkuat oleh sistem 

kekerabatan yang berlandaskan garis keturunan patrilineal. Sistem ini 

menempatkan laki-laki sebagai pemegang status purusha dan pewaris utama 

garis keturunan, sementara perempuan diposisikan sebagai pradana yang 

secara sosial dianggap keluar dari keluarga asal setelah menikah. Konstruksi 

tersebut berdampak langsung pada terbatasnya akses perempuan terhadap 

hak waris serta minimnya keterlibatan mereka dalam pengambilan 

keputusan di ranah adat. Meskipun secara normatif telah terdapat upaya 

untuk mengakomodasi hak perempuan, seperti melalui Pesamuhan Agung 

Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) tahun 2010 yang mendorong 

pengakuan hak waris perempuan Bali, implementasi kebijakan tersebut 

masih menghadapi berbagai hambatan di tingkat desa adat. Dalam 

praktiknya, perempuan masih kerap tidak dilibatkan dalam forum 

musyawarah adat karena dipersepsikan tidak memiliki otoritas sosial yang 

setara dengan laki-laki (Utaminingsih, 2024). 

Rhoads (2013) mencatat bahwa perempuan Bali menghadapi 

keterbatasan signifikan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya 

dalam konteks adat. Kondisi ini berakar pada pandangan sosial yang 

menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dalam struktur adat, 

sehingga suara dan kepentingan mereka sering kali terpinggirkan. Dari 

perspektif feminisme radikal, situasi ini menunjukkan bahwa patriarki yang 

tertanam dalam sistem adat Bali tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan 

bekerja secara konkret dalam membatasi akses, hak, dan kekuasaan 

perempuan. Oleh karena itu, patriarki adat menjadi hambatan utama bagi 

perempuan Bali untuk memperoleh kedudukan yang setara dalam struktur 

sosial dan kultural. 

Dalam perspektif feminisme Marxis, ketimpangan gender tidak 

dipahami sebagai akibat dari perbedaan biologis semata, melainkan sebagai 

hasil dari relasi kuasa yang terbentuk melalui keterkaitan antara sistem 
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patriarki dan kapitalisme. Tong dan Botts (2024) memandang feminisme 

Marxis sebagai pendekatan kritis yang menelaah bagaimana kapitalisme 

memanfaatkan struktur patriarki untuk mempertahankan ketidakadilan 

gender. Dalam kerangka ini, perempuan secara sistematis diarahkan dan 

dibatasi pada sektor domestik, sementara kontribusi mereka dalam ranah 

sosial, politik, dan ekonomi kerap diabaikan atau tidak diakui secara setara. 

Kapitalisme, menurut feminisme Marxis, tidak hanya beroperasi melalui 

eksploitasi tenaga kerja dengan pemberian upah yang tidak setara, tetapi juga 

bergantung pada kerja domestik perempuan yang tidak dibayar. Pekerjaan 

rumah tangga, pengasuhan, dan perawatan keluarga yang dilakukan 

perempuan dianggap sebagai kewajiban alamiah, bukan sebagai kerja 

produktif yang memiliki nilai ekonomi. Pengabaian terhadap kerja domestik 

ini berfungsi sebagai mekanisme struktural yang memperkuat 

ketergantungan ekonomi perempuan, sekaligus melanggengkan dominasi 

finansial laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. 

Dalam bingkai patriarki, perempuan yang bekerja di sektor informal 

sering kali dipandang tidak memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi 

keluarga. Pekerjaan domestik maupun peran sebagai ibu rumah tangga 

dianggap sebagai tugas moral yang tidak bernilai ekonomi, sehingga 

perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dalam aspek 

kepemilikan harta, status sosial, dan akses terhadap pendidikan (Suryani, 

2003). Pandangan ini turut membentuk konstruksi sosial yang menegaskan 

superioritas laki-laki dalam ranah publik dan ekonomi. Konteks Bali 

menunjukkan dinamika yang khas. Perempuan Bali kerap memaknai kerja, 

baik di ranah domestik maupun publik, sebagai bentuk pengabdian atau 

yadnya. Dalam budaya yang masih kuat dipengaruhi nilai patriarki, kerja 

perempuan sering dijalani dengan sikap ikhlas tanpa mempertanyakan 

ketimpangan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Hal ini 

menyebabkan ketidakadilan gender tidak selalu disadari sebagai bentuk 

penindasan struktural, melainkan diterima sebagai bagian dari kewajiban 

sosial dan kultural. 

Fakih (2016) menjelaskan bahwa perempuan kerap dilekatkan dengan 

sifat-sifat alamiah seperti menjaga, rajin, dan telaten, sehingga dianggap 
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kurang layak menempati posisi kepemimpinan dalam rumah tangga maupun 

ruang publik. Akibatnya, seluruh tanggung jawab pekerjaan domestik secara 

tradisional dibebankan kepada perempuan. Dalam konteks Bali, kondisi ini 

diperkuat oleh pandangan bahwa bekerja baik di dalam maupun di luar 

rumah merupakan bagian dari swadharma istri terhadap suami. Penelitian 

Firdaus (2021) menunjukkan bahwa perempuan Bali sering memaknai setiap 

peran yang dijalankan sebagai kewajiban, sehingga mereka cenderung tidak 

mengidentifikasi pengalaman tersebut sebagai bentuk ketidakadilan gender, 

meskipun beban kerja yang mereka tanggung lahir dari relasi peran yang 

tidak seimbang. Dari sudut pandang feminisme Marxis, kondisi ini 

menunjukkan bagaimana ideologi patriarki dan kapitalisme bekerja secara 

bersamaan dalam menormalisasi eksploitasi kerja perempuan. Ketimpangan 

gender tidak hanya diproduksi melalui pembagian peran berbasis gender, 

tetapi juga melalui pengaburan nilai ekonomi kerja perempuan, sehingga 

perempuan terus berada dalam posisi subordinat baik di ranah domestik 

maupun publik. 

Selain itu, meskipun perempuan Bali hidup dalam budaya patriarki 

dan memaknai pekerjaan sebagai bentuk pengabdian (yadnya), kajian feminis 

mencatat adanya praktik perlawanan dan negosiasi yang terus berkembang. 

Berbagai studi mengenai komunitas feminis dan aktivisme perempuan di Bali 

menunjukkan bahwa perempuan mulai membangun kesadaran kritis 

terhadap ketidakadilan gender yang mereka alami. Kesadaran ini diwujudkan 

melalui pembentukan ruang-ruang sosial alternatif, advokasi hak 

perempuan, serta penguatan solidaritas antarsesama perempuan sebagai 

strategi resistensi terhadap struktur patriarki yang mengekang (Herman et 

al., 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa perempuan Bali tidak 

semata-mata menjadi objek subordinasi dalam sistem patriarki, melainkan 

juga berperan sebagai subjek aktif yang memperjuangkan perubahan sosial. 

Upaya ini muncul di tengah realitas budaya yang masih memaknai pekerjaan 

domestik serta peran sebagai istri dan ibu sebagai kewajiban moral yang 

melekat secara kultural (Suryani, 2003; Fakih, 2016). Di sisi lain, perempuan 

juga masih menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan adat 
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dan akses terhadap sumber daya ekonomi akibat struktur sosial yang bias 

gender (Utaminingsih, 2024; Rhoads, 2013; Shantika, 2024). 

Dengan demikian, meskipun budaya patriarki masih mengakar kuat 

dalam kehidupan masyarakat Bali, perempuan Bali secara bertahap mulai 

menegaskan keberadaan, suara, dan hak-haknya melalui tindakan kolektif 

maupun individual. Proses ini menunjukkan bahwa emansipasi perempuan 

di Bali bukanlah sesuatu yang stagnan, melainkan sebuah dinamika yang 

terus berlangsung melalui praktik resistensi dan negosiasi dalam ruang 

sosial, budaya, dan ekonomi. 

 

Kesimpulan   

Emansipasi perempuan Bali merupakan proses yang kompleks dan 

belum sepenuhnya terwujud. Meskipun partisipasi perempuan dalam 

pendidikan, ekonomi, dan ruang publik mengalami peningkatan, struktur 

adat Bali yang berlandaskan sistem patriarki dan kekerabatan patrilineal 

masih mereproduksi ketimpangan gender. Pemaknaan purusha dan pradana 

terus menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam 

aspek pewarisan, pengambilan keputusan adat, dan pengakuan atas kerja 

perempuan. 

Dari perspektif feminisme liberal, ketimpangan ini dipahami sebagai 

belum terpenuhinya kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan. 

Feminisme radikal melihatnya sebagai persoalan struktural yang berakar 

dalam sistem patriarki adat, sementara feminisme Marxis menyoroti 

keterkaitan patriarki dan kapitalisme yang mengabaikan nilai kerja domestik 

perempuan dan memperkuat marginalisasi ekonomi. 

Meski demikian, perempuan Bali tidak sepenuhnya pasif. Di tengah 

kuatnya dominasi adat patriarki, mereka mulai membangun kesadaran kritis 

serta melakukan perlawanan dan negosiasi melalui partisipasi sosial, 

advokasi, dan solidaritas perempuan, yang menegaskan posisi mereka 

sebagai subjek aktif dalam upaya perubahan sosial. 
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